KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

NOMOR: 130.43/KB.06/X /2023
NOMOR: 130/072/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu
dua puluh tiga (27-10-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. FADIA ARAFIQ : Bupati Pekalongan Provinsi Jawa  Tengah,
berkedudukan di Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1
Kajen, Kabupaten Pekalongan, yang diangkat
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 131.33-280 Tahun 2021
tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak
Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi
Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. NANA SUDJANA : Penjabat Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di
Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, yang diangkat
berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 74 /P Tahun 2023 tanggal 4 September 2023
tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah, selanjuinya disebut PIHAK
KEDUA.
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Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar kerja sama daerah dalam
rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan sinergitas dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk optimalisasi sumber daya
PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan,
pembangunan, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2
OBJEK

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan pemerintahan di
daerah.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

(2) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah
sesuai tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan
Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas
kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ini tidak akan terpengaruh dengan berakhirnya atau diakhirinya masa
Jjabatan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini
dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 7
SURAT MENYURAT

Setiap dokumen surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan

de

ngan Kesepakatan Bersama ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara

langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

a.

PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Pekalongan

u.p. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan

Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Kode Pos
51161

Telepon : (0285) 381000

Faximile : (0285) 381006

Email : pemkab@pekalongankab.go.id

. PIHAK KEDUA

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

u.p. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Derah dan Kerjasama Setda Provinsi
Jawa Tengah

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang, Kode Pos 50249

Telepon : (024) 8441013

Fax : (024) 8441013

Email : pemotdakerjasama@gmail.com

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Setiap perselisthan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan

(2)

Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk
mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.

Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
ADDENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang

tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan
persetujuan PARA PIHAK dengan suatu addendum yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam

Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk
mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk dan
mengikat PARA PIHAK.
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Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari,
tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai
cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

5/5



Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari,
tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai
cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

7. PIJAK A0 SPHAKKESATU,




